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ABSTRAK 

 

AKIBAT HUKUM TERHADAP PERCERAIAN BAGI ANGGOTA 

TENTARA NASIONAL INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG 

NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM DISIPLIN MILITER 

FEBBYLIA VALENTINA SUBARI 

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya keputusan mekanisme 

perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia. Adapun yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme pengajuan administrasi 

perceraian bagi anggota TNI dan mengetahui akibat hukum bagi Anggota TNI 

yang melakukan perceraian tanpa mendapatkan izin dari satuan/atasan. 

Anggota Tentara Nasional Indonesia bukan saja unsur aparat negara tetapi 

juga merupakan Abdi negara dan abdi masyarakat yang selalu hidup di tengah 

masyarakat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat, oleh karena itu dalam 

pelaksanaan pembinaan Anggota Tentara Nasional Indonesia bukan saja dilihat 

sebagai prajurit saja akan tetapi juga dilihat sebagai pegawai yang mengikuti 

aturan administrasi yang diatur melalui peraturan perundang-undangan serta 

aturan yang ada di lingkungan militer. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk 

mengetahui bagaimana mechanisme anggota Tentara Nasional yang akan bercerai 

dan apa saja hukum yang didapat apabila Anggota Tentara Nasional Indonesia 

tersebut melakukan perceraian tanpa adanya izin dari atasannya. 

Penelitian ini merupakan penelitian hokum normatif yang dilakukan 

dengan cara mengkaji dan menganalisis dari bahan-bahan kepustakaan. Penelitian 

ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang- 

undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang 

dalam masyarakat. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa dalam mekanisme 

perceraian AnggotaTentara Nasional Indonesia harus melengkapi persyaratan 

yang telah tertulis jelas dalam SkepKasad Nomor 496 tahun 2015, dan bagi 

Anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan perceraian tanpa adanya 

izin dari atasan maka Anggota Tentara Tersebut melakukan pelanggaran hokum 

disiplin militer yang tertulis jelas dalam UU Nomor 25 Tahun 2014 yang apabila 

Anggota Tentara Nasional tersebut tidak menjalankan norma dan aturan yang 

berlaku, maka dianggap telah melanggar sumpah prajurit pada poin 2 (dua) dan 

poin 3 (tiga). 

 

Kata kunci :AnggotaTentara Nasional Indonesia, Perceraian, DisiplinMiliter 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

“Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 ialah melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Tujuan pembangunan tersebut dapat dicapai melalui pembangunan 

nasional yang direncanakan dengan terarah dan realitas serta dilaksanakan 

secara bertahap, bersungguh-sungguh”. 

Tujuan pembangunan nasional adalah “untuk mewujudkan suatu 

masyarakat yang adil dan makmur, merata dan berkesinambungan antara 

materiil dan spiritual yang berdasarkan pada Pancasila di dalam wadah negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelaksanaan pembangunan nasional terutama tergantung pada kesempurnaan 

pegawai negeri.  

Untuk usaha mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut di atas 

diperlukan adanya pegawai negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada 

Pancasila dan Undang-undang Dasar1945, negara dan pemerintah bersatu 

padu, bermental baik, berwibawa, berdayaguna dan berhasil guna, berkualitas 

tinggi, mempunyai kesadaran tinggi akan tanggung jawabnya sebagai 

aparatur negara, abdi negara, serta abdi masyarakat. Untuk mewujudkan
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pegawai negeri khususnya Anggota Tentara Nasional Indonesia perlu  

adanya pembinaan sebaik-baiknya.  

Sebagaimana telah dijelaskan dalam “Pasal 2 angka 1 Undang-undang 

Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Pegawai negeri 

terbagi dalam tiga kelompok pegawai negeri. Pembagian tiga kelompok 

pegawai Negeri terdiri dariPegawai Negeri Sipil atau ASN, Anggota Tentara 

Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal 

tersebut berarti Tentara Nasional Indonesia merupakan salah satu bagian dari 

pegawai negeri Republik Indonesia”. 

Anggota Tentara Nasional Indonesia bukan saja unsur aparat negara tetapi 

juga merupakan Abdi negara dan abdi masyarakat yang selalu hidup di tengah 

masyarakat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat, oleh karena itu dalam 

pelaksanaan pembinaan Anggota Tentara Nasional Indonesia bukan saja 

dilihat sebagai prajurit saja akan tetapi juga dilihat sebagai pegawai yang 

mengikuti aturan administrasi yang diatur melalui peraturan perundang-

undangan serta aturan yang ada di lingkungan militer. Hal ini dilakukan untuk 

menyelaraskan fungsi prajurit militer dengan pegawai negeri lain yang berada 

di bawah eksekutif presiden sebagai panglima tertinggi negara sebagai mana 

disebutkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 10.  

Pengertian negara yang bersih, kuat dan berwibawa yaitu aparatur yang 

seluruh tindakannya dapat dipertanggung jawabkan, baik dilihat dari segi 

moral nilai luhur bangsa maupun dari segi peraturan perundang-undangan 

serat tidak mengutamakan orientasi kekuasaan yang ada dalam dirinya untuk 
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melayani kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 

dan pelaksanaan pembangunan nasional. Tentara Nasional Indonesia dalam 

fungsinya sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia, lahir dari kancah 

perjuangan kemerdekaan bangsa, dibesarkan, dan berkembang bersama-sama 

rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. 

“Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum 

Disiplin Militer Repubik Indonesia sebagai dasar pendisiplinan prajurit yang 

baik dan benar. Pendisiplinan ini sangat tergantung pada masing-masing 

individu prajurit dan mutu keorganisasian aparat militer itu sendiri”. 

Manusia ditakdirkan dengan sifat zoom politicon, mereka selalu hidup 

berkelompok dalam suatu gugus yang disebut masyarakat. Hidup sendiri 

tanpa sesama disuatu tempat, bukanlah kodrat manusia sebagai makhluk. 1 

J.L Gilin dan J.P Gillin sebagaimana dikutip Moch Isnaeni, mereka 

mengklasifikasi beberapa pranata sosial satu diantaranya adalah pranata yang 

berfungsi untuk memenuhi keperluan kehidupan kekerabatan, yaitu yang 

sering disebut kinship atau domestic institutions.2Yang contohnya adalah 

perkawinan, tolongmenolong antar kerabat, pengasuhan anak – anak, sopan–

santun pergaulan antar kerabat, sistem istilah kekerabatan dan sebagainya. 

Salah satu contoh dari pranata social di atas adalah salah satu hal yang paling 

dibutuhkan manusia, yaitu perkawinan.  

                                                             
1 Moch Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia (Bandung: Pt Reflika Aditama, 2016), 

halaman 1 
2Rizky Putri Nikmah. 2019. Akibat Hukum Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan 

Perceraian Tanpa Izin Dari Pejabat, skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. 
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Perkawinan merupakan suatu hukum yang sangat penting bagi 

keberlangsungan hidup manusia untuk mengembangkan keturunan, sehingga 

mengandung berbagai konsekuensi dan akibat hukumnya. Oleh karena itu, 

hukum yang mengatur masalah perkawinan ini sangat mendetail diuraikan 

dan dibahas dalam berbagai macam peraturan maupun perundang-undangan 

yang berlaku. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 

yang berbunyi:  

  

 

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia 

menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu 

rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”. 

Secara pengertian Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU No. 1 Tahun 1974) 

menyebutkan bahwa: ”Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang 

pria dengan seorangwanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

rumah keluarga (tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

yang Maha Esa.” 

Kedua rumusan tersebut baik menurut Al-Qur’an Surat Al-Rum ayat 

21maupun berdasarkan Ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dapat 
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disimpulkan bahwa Perkawinan menurut Hukum Islam yang dalam istilahnya 

disebu ‘’Nikah’’ ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk 

mengikatkan diri antara laki-lakidan perempuan untuk menghalalkan 

hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan 

keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagian hidup 

berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara 

diridhai Allah SWT. 

Sebagai bentuk perikatan dalam sebuah perkawinan menunjukkan 

adanya kerelaan dua pihak yang berakad, yang akibatnya melekat hak dan 

kewajiban di antara suami istri secara berimbang. Oleh karena itu suatu ikatan 

perkawinan hanya dianggap sah apabila dilakukan menurut ajaran agama 

masing-masing. Disamping itu bila definisi perkawinan tersebut di atas 

ditelaah, maka dalam sebuah perkawinan setidaknya terdapat 5 unsur 

perkawinan yang mencakup didalamnya yaitu: 

1. Ikatan lahir batin : Dalam suatu perkawinan tidak hnya cukup dengan 

ikatan lahir saja atau batin saja, akan tetapi kedua-duanya secara sinergis 

dan terpadu erat. Ikatan lahir merupakan ikatan yang yang dapat dilihat 

dan dapat mengungkapkan hubungan hukum antar seorang pria dan 

wanita. Sedangkan ikatan batin adalah suatu ikatan yang tidak tampak, 

tidak nyata dan hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang 

mengikatkan dirinya.  

2. Antara seorang pria dan seorang wanita: Ikatan perkawinan hanya boleh 

terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan demikian undang-
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undang ini tidak melegalkan hukum perkawinan antara pria dengan pria, 

wanita dengan wanita, selain itu juga bahwa perkawinan mengandung 

asas monogami.  

3. Sebagai suami istri: Menurut UU No. 1 Tahun 1974 persekutuan antara 

seorang pria dan wanita didasarkan pada suatu perkawinan yang sah, dan 

suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan 

syarat sebagaimana yang ditentukan.  

4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal: keluarga 

adalah suatu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu dan anak atau anak-anak 

yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Dalam 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sangat penting artinya 

kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Membentuk keluarga yang 

bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan pula tujuan 

perkawinan. 

5. Berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa: Pencantuman berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan 

kepada Pancasila yang Sila pertamanya berbunyi Ketuhanan Yang Maha 

Esa. Sampai disini tegas dnyatakan bahwa perkawinan mempunyai 

hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian, sehingga 

perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi memiliki 

unsur batin/rohani. Yang di dalamnya mengandung Ibadah Kepada Allah 

SWT.  
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Dari definisi tersebut di atas dapat dicermati bahwa setiap perkawinan 

itu sebenarnya bertujuan untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga 

yang bahagia dan sejahtera, sakinah mawaddah warahmah, walaupun 

nyatanya tidak sepenuhnya mampu menggambarkan hakikat perkawinan itu 

sendiri. Namun tidak semua perkawinan yang dibina dapat berjalan lancar 

dan sesuai dengan harapan setiap pasangan yaitu perkawinan yang 

membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bahkan 

perkawinan yang dibina sudah tentu mengandung dan menemui permasalahan 

antara suami isteri maupun masalah yang besar yang tidak dapat diselesaikan 

antara suami isteri.  

Untuk menyelesaikan permasalahn yang besar antara suami isteri 

dalam berumah tangga yang tidak harmonis tersebut adalah dengan 

melakukan perceraian, tidak terkecuali rumah tangga seorang Anggota 

Tentara Nasional Indonesia.  

Di kalangan Tentara Nasional Indonesia telah diterapkan suatu aturan 

yang mengatur tentang tatacara bagaimana seorang Anggota Tentara Nasional 

Indonesia yang akan mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan 

pasangan hidupnya, yaitu dengan melakukan perceraian, yang 

diberlakukannya dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008. 

Inti dari peraturan tersebut pada dasarnya termuat dalam Pasal 9 , “Pasal 9 

Peraturan Menteri Pertahanan No.23 Tahun 2008 memuat dan mengatur 

tentang tatacara serta bagaimana seorang Anggota Tentara Nasional 

Indonesia yang akan melakukan perceraian”. 
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Pasal 9 Peraturan Menteri Pertahanan No.23 Tahun 2008 berbunyi : 

1. Pegawai yang akan melaksanakan perceraian harus mendapat izin dari 

Pejabat yang berwenang 

2. Izin perceraian diberikan apabila :  

a. Tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianutnya; dan  

b. Tidak memberikan manfaat, ketentraman jiwa dan kebahagiaan 

hidup sebagai suami isteri. 

3. Permohonan izin pereceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) diajukan tertulis.  

4. Permohonan izin perceraian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) 

harus dilengkapi dengan pernyataan tertulis dari Pejabat yang 

bertanggungjawab dalam bidang kepegawaian di kesatuannya.  

 

Dari peraturan tersebut seakan-akan membatasi bahkan seorang 

Anggota Tentara Nasional Indonesia yang akan mempergunakan haknya 

untuk bercerai manakala rumah tangganya sudah tidak rukun/tidak harmonis 

lagi. Peraturan yang termuat dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Pertahanan 

yang mengharuskan seorang Anggota Tentara Nasional Indonesia harus 

meminta izin terlebih dahulu kepada pejabat manakala ingin bercerai. 

Sebagaimana telah penulis kemukakan dalam pembahasan singkat 

tersebut diatas, bahwa menurut Peraturan Menteri Pertahanan Anggota 

Tentara Nasional Indonesia adalah unsur aparatur negara, abdi negara , abdi 

masyarakat yang harus menjadi tauladan bagi masyarakat dalam tingkah laku, 

tindakan dan ketaatan kepada aparatur perundang-undangan yang berlaku. 

Untuk melaksanakan kewajibannya sehubungan dengan status Anggota 

Tentara Nasional Indonesia, maka harus ditunjang dengan kehidupan 

keluarga yang serasi, tenteram, bahagia serta harmonis, sehingga setiap 

Anggota Tentara Republik Indonesia tidak terganggu oleh masalah-masalah 
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dalam keluarganya. Anggota Tentara Nasional Indonesia di tengah kehidupan 

sosial bermasyarakat mempunyai kekhususan ini, karenanya untuk menikah 

dan bercerai dibatasi atau diatur oleh aturan, yang jika dikembalikan kepada 

ajaran Islam tidak perlu terjadi.  

Pentingnya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui akibat hukum 

Anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan perceraian tanpa izin 

dari atasan dengan salah satu kasus yang terjadi pada seorang Anggota 

Tentara Nasional Indonesia di Kota Palembang bernama X dengan pangkat 

Sersan Satu yang berkedudukan sebagai anggota tentara X telah melakukan 

perceraian secara agama dengan hanya memberikan kata talak kepada istrinya 

Y tanpa melakukan perizinan kepada atasan yang dikarenakan kedua belah 

pihak sepakat tidak melaporkan perceraianya kepada atasan yang beralasan 

bahwa melakukan perceraian sesuai dengan aturan akan dipersulit dan sulit 

untuk mendapatkan izin. Dengan demikian Anggota Tentara Nasional 

Indonesia yang akan mengajukan gugatan mencabut kembali gugatannya 

karena takut akan memberikan akibat hukum yang dapat merugikan dirinya 

sendiri.  

 

 

 

.  
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Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul 

“ AKIBAT  HUKUM TERHADAP PERCERAIAN  BAGI  

ANGGOTA TENTARA  NASIONAL INDONESIA  MENURUT  UU 

NO.25  TAHUN 2014  TENTANG  HUKUM  DISIPLIN  MILTER ’’ 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:  

a. Bagaimana mekanisme pengajuan administrasi perceraian bagi 

Anggota Tentara Nasional Indonesia?  

b. Apakah akibat hukum bagi Anggota Tentara Nasional Indoneia yang 

melakukan perceraian tanpa mendapat izin dari kepala satuan/atasan ?  

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dan 

pembahasan masalah dengan menitik beratkan perhatian pada akibat 

hukum bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan 

perceraian tanpa izin pejabat , dengan mengambil lokasi penelitian di 

Kumdam II/Swj  untuk membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan 

permasalahan tersebut.  

Tujuan penelitian sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui apakah akibat hukum bagi anggota Tentara 

Nasional Indonesia yang melakukan perceraian tanpa mendapatkan 

izin dari  satuan/atasan.  
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2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme mengajukan perceraian 

secara kedinasan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai ilmu 

pengetahuan bagi penulis sekaligus sumbangan pemikiran khususnya bagi 

Hukum Perdata, yang dipersembahkan sebagai pengabdi untuk almamater. 

D. Kerangka Konseptual 

1. Akibat hukum ialah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum 

karena suatu peristiwa hukum yang disebabkan  oleh perbuatan 

hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan 

suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai 

sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan 

hukum dan/atau hubungan hukum. Dalam hal ini adalah akibat hukum 

bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan perceraian 

tanpa memberikan laporan kepada pejabat ditinjau dari UU No. 25 

Tahun 2014 tentang disiplin militer.3 

2. Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia adalah pemutusan  

ikatan lahir batin sebagai suami-istri dan dibenarkan menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan 

agama yang dianut.4 

                                                             
3Rizky Putri Nikmah. 2019. Akibat Hukum Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan 

Perceraian Tanpa Izin Dari Pejabat, skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.  
4Peraturan Menteri Pertahanan No.23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan 

Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan. 
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3. Disiplin Militer adalah kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk 

melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, 

dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer. 5 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan 

penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris dan 

sistematis. Melalui proses penelitian tersebut kemudian diadakan analisi 

dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar 

mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan 

dalam penelitian terdiri dari :  

1. Jenis dan pendekatan penelitian  

a. Jenis penelitian hukum terdiri atas : penelitian hukum normatif 

(yuridis normatif) dan penelitian hukum sosiologis atau empiris 

(yuridis empiris).  Pada penelitian ini yang digunakan adalah 

penelitian hukum yuridis normatif yaitu, membahas doktrin-doktrin 

atau asas-asas dalam ilmu hukum. Dan tidak menutupi 

kemungkinan data ini menggunakan data lapangan sebagai data 

pendukung yang lebih jelas.6 

b. Pendekatan merupakan cara untuk mengadakan suatu penelitian. 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-

undangan (Statue Aproach), yaitu dengan isu atau masalah yang 

                                                             
5Undang-undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2014 Tentang Disiplin Militer.   
6Zainuddin. 2011, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.  halaman 24. 
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terjadi. Pada penelitian ini peraturan yang digunakan adalah 

peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perceraian 

Tentara Nasional Indonesia.  

2. Sumber Data  

Pada penelitian ini menggunakan data: 

a. Data kewahyuan yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan dalam 

kajian agama termasuk kitab-kitab dan hadist, dalam agama Islam 

semua berasal dari Allah SWT, jadi tidak sama dengan ciptaan 

manusia. Terdiri atas:  

1) AL-QUR’AN 

b. Data primer yaitu bahan-bahan yang mengikat yakni berupa 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian 

ini. Terdiri atas : Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang 

No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 43 

Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum 

Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Repubik Indonesia, 

Peraturan Menteri Pertahanan No.23 Tahun 2008 memuat dan 

mengatur tentang tatacara serta bagaimana seorang Anggota 

Tentara Nasional Indonesia yang akan melakukan perceraian. 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun2010 

tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia,Undang-

Udang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.Undang-



14 
 

 

undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum 

Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Repubik Indonesia 

c. Bahan sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan primer, seperti: buku-buku literatur atau bahan-

bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan 

ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

Dengan demikian ada 3(tiga)  kegiatan utama yang akan 

dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu meliputi data 

kewahyuan, studi kepustakaan dan studi lapangan.  

3. Teknik Pengumpulan Data  

a. Penelitian lapangan(field research) yaitu penelitian yang 

dilakukan dilapangan dengan melakukan wawancara(interview) 

yaitu melalui teknik pengumpulan data secara langsung melalui 

tanya jawab (wawancara) pertanyaan yang telah disiapkan 

dengan pihak-pihak yang terkait untuk memperoleh data yang 

diperlukan. Wawancara dilakukan kepada Kasi Tuud Kumdam 

II/ Sriwijaya Bapak Agung Riza G, S.H.,M.Hum. 

b. Penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang 

dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku 

atau literatus yang berhubungan dengan penelitian. 

4. Analisis Data  

Data yang diperoleh baik berupa data sekunder maupun data 

primer, dianalisis dengan teknik kualitatif dengan cara mengumpulkan 



15 
 

 

kata, kalimat dan pernyataan yang berkaitan dengan permasalahan 

kemudian disajikan secara normatif deskriptif yaitu dengan 

menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai permasalahan 

yang erat khususnya dengan permasalahan ini. 

F. Sistematika Penulisan 

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara 

keseluruhan tersusun dalam 4(empat) bab dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut :  

BAB I   : Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, 

ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual dan 

metode penelitian.  

BAB II  : Akibat hukum perceraian, bagi Anggota Tentara Nasional 

Indonesia , menurut UU No.25 Tahun 2014 tetang hukum 

disiplin militer. 

BAB III :  Hasil penelitian dan pembahasan yang membahas mengenai 

Akibat hukum perceraian bagi Anggota Tentara Nasional 

Indonesia menurut UU No.25 Tahun 2014 tetang hukum 

disiplin militer. 

BAB IV : Penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang 

kemudian dilanjutkan dengan pemberian saran sebagai upaya 

memberikan sumbangan pikiran.  
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